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TENTANG

PERSETU」UAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA KELOMPOK TAMBANG PASIR SALAMA

Menimbang

Menglngat

GUBERITUR ITUSA TEI{GGARA TITIUR,

: a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan
usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara
permohonan wilayah kepada pemberi izin;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah dan
Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan
logam dan batuan dalam I (satu) Daerah Provinsi
dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan
wewenErng Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari
Kelompok Tambang Pasir Salama kepada Gubernur
Nusa Tenggara Timur, tanggal 1 November 2017
Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi
dengan hasil Wilayah lzin Usaha Pertambangan
(WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi
syarat sehingga dapat diberi persetujuan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Persetujuan Wilayah lzrn Usaha Pertambangan
Batuan kepada Kelompok Tambang Pasir Salama;

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentarg
Pembentul<an Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
t649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3.

2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O1O tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O10 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 263'
tamUatrar kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : l2ol253lsj tanggal 16 Januari
2OI5 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah;

O4.El30lDJBl2Ol5 tanggal 3O April 2015 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang
Periambangan Mineral dan Batubara Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Ta}:un 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Mornperhati&an : 1.
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KISATU

ITEDUA

MEMUTUSKAN:

Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan
Kepada Kelompok Tambang Pasir Salama.

Persetujuan Wilayah lztr. Usaha Pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan
kepada:

Nama Perusahaan

Alamat

NPWP
Komoditas Tambang
Jenis Batuan
Luas

l,okasi Penambangan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Kode Wilayah

Kelompok Tambang Pasir
Salama
Desa Salama, Kecamatan
Reok, KabuPaten
Manggarai
83.069.161.4-924.OOO
Batuan
Pasir dan Bahr
3,48 (Ttga Koma EmPat
Puluh Delapan) Hektar

Salama
Reok
Manggarai
Nusa Tenggara Timur
2to7

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana
tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan
ini.



KETIGA : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan
ini maka :

a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan
Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral pa.da Bank Indonesia dengan
nomor akun 423716;

b. apabila Wilayah lzin Usaha Pertambangan masuk
dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau
Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang
melakukan kegratan sebelum memiliki Izin Pinjam
Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik
Indonesia;

c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin
Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak
sejenis atau perkebunan, maka diharuskan
untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan
dimaksud secara bersama; dan

d. selambatlambatnya 5 (lima) hari keq'a setelah
diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan
sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan
Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan
Permohonan lTtrr Usaha Pertambangan [UP)
Eksplorasi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal,
apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

KEEMPAT

‐ LIMA

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal lル Od“ 2018

メ GUBERNUR NUSA TIMUR, 
b

―4rnerYs r,psu

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kemcnterian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direlrtur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7 . Direkttrr Jenderal Perbendatraraan, Kementeriarr Keuangarr Rl di JaIGrta;
8. Direlrtur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Manggarai di Ruteng ;

l1- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala BLo Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;

12. Selretaris Direkorat Jenderal Mineral dan Batubqra di Jaferta;
13. Dircktur Telmik dan Lingkungan Mineral dart Etatubara di Jakarta;
14. Direkh:r Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
15. Direlrhrr Pembinaan Pengusahaan Mineral di Jakarta;
16. Direlrhrr P4ia} Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di J敷πほナ



LAMHRAN I :KEPUTUSAN GUBERNUR IVSA TEHCGARA TI―
NOMOR  :]0 /KEP/HK/2018
TANGGAL :1ク

 _lcl〔ι      2018

DArTAR K00RDINAT VIUP

PERUSAHAAN
PROⅥNSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
KOMODITAS
BAHAN GALIAN
LUAS WILAYAH
KODE WILAYAH

KELOMPOK TAMBANG PASIR SALAMA
NUSA TENGGARA TIMUR
MANGGARAI
REOK
SALAMA
BATUAN
PASIR DAN BATU
3,48 HEKTAR
2107

」ｍ
carle Bqlur Tiaur (BTl Garls Llntang Schtan(LS〕

r) DESIMAL DESIMAL
1 120 28 47.96 120.479988 8 19 24.09 -8.323358

2 120 28 47.96 120.479988 8 19 22.29 -8.322858

3 120 28 47.60 120.479888 8 19 22.29 -8.322858

4 120 28 47.60 120.479888 8 19 18.33 -8.321758

5 120 28 47.24 120.479788 8 19 18.33 -8.321758

6 120 28 47.24 120.479788 8 19 17.25 -8.321458

7 120 28 46.88 120.479688 8 19 17.25 ‐8.321458

8 120 28 4688 120.479688 8 19 16.17 ‐8.321158

9 120 28 46.52 120.479588 8 19 16.17 -8.321158

10 120 28 46.52 120.479588 8 19 15.09 ‐8.320858

120 28 46.88 120.479688 8 19 1509 -8.320858

12 120 28 46.88 120.479688 8 19 13.65 -8.320458

13 120 28 47.24 120.479788 8 19 13.65 -8.320458

14 120 28 4724 120.479788 8 19 1185 -8.319958

15 120 28 47.60 120.479888 8 19 11.85 ‐8.319958

16 120 28 47.60 120.479888 8 19 1041 -8.319558

17 120 28 47.96 120.479988 8 19 10.41 -8.319558

18 120 28 47.96 120.479988 8 19 8.97 -8.319158

19 120 28 48.32 120.480088 8 19 897 -8.319158

20 120 28 48.32 120.480088 8 19 8.25 -8.318958

21 120 28 48.68 120.480188 8 19 8.25 -8.318958

22 120 28 48.68 120.480188 8 19 7.17 -8.318658

23 120 28 49.04 120.480288 8 19 717 -8.318658

24 120 28 49.04 120.480288 8 19 645 -8.318458

25 120 28 49.40 120.480388 8 19 645 -8.318458

26 120 28 49.40 120.480388 8 19 5.73 -8.318258

27 120 28 49.76 120.480488 8 19 5,73 -8.318258

28 120 28 49.76 120.480488 8 19 5.37 -8.318158

29 120 28 50.84 120.480788 8 19 5.37 -8.318158

30 120 28 50.84 120.480788 8 19 7.89 -8.318858

31 120 28 50.48 120.480688 8 19 789 -8.318858



y' cueoRNuR

32 120 28 50.48 120.480688 8 19 10.05 -8.319458

33 120 28 50.12 120.480588 8 19 10.05 -8.319458

34 120 28 50.12 120.480588 8 19 12.21 -8.320058

35 120 28 49.76 120.480488 8 19 12.21 -8.320058

36 120 28 49.76 120.480488 8 19 14.01 -8.320558

37 120 28 49.40 120.480388 8 19 14.01 -8.320558

38 120 28 4940 120.480388 8 19 15.81 -8.321058

39 120 28 49.04 120.480288 8 19 15.81 -8321058

40 120 28 4904 120.480288 8 19 24.09 -8.323358
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LOKA SiPETA

Kepala Dlnas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa f.g{tgffb Timur,

タイPerf掃号景‖齢‖f》uda
NIP 19640221 199303 1

Legenda Peta

o Titik Koordinrt DESA f,$nn,o,n-i
Kontur l'*_.l saleua Nama : Kel' Tambang Paslr

- 
sunsai KECAT{ABN Luas :i?11

- 
Jrten ffif, neoX Komodilra : Bstian

Fb= Digrmbar oleh : Yakobue Ola KoPon
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A
aKALA 1:3,40t

V ttTA WiLAYAH IZ:N uSAHA

PERTAMBANCAN

Provlnsi    :Nusa Tenggara Timur
Kabupaten   :Manggaral

Peta Administrasi Kab Man99,ra1 2017
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